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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak yang terlibat pada 

tindakan menyalahgunakan narkotika selaku perantara transaksi. Fokus utama 

penelitian ini adalah penerapan rehabilitasi pada sistem peradilan pidana anak, 

dengan menekankan pentingnya pemulihan dibandingkan penghukuman. 

Penelitian ini mempergunakan metode kepustakaan normatif dan pendekatannya 

perundang-undangan, kasus, hingga konseptual. Analisis dilakukan terhadap 

putusan guna menetapkan bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan pada 

anak dengan kasus tindakan menyalahgunakan narkotika. Temuan yang dihasilkan 

mengindikasikan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menegaskan, anak wajib mendapatkan perlindungan sejak tahap penyidikan 

hingga proses hukum berlangsung. Namun, dalam praktiknya, hakim masih sering 

menjatuhkan hukuman penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi sosial 

dan medis. Penelitian ini merekomendasikan agar sistem peradilan lebih 

mengutamakan rehabilitasi guna memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial anak 

secara optimal, yang sejalan dengan teori perlindungan anak dan teori restoratif 

justice.   

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Rehabilitasi 

 

ABSTRACT 

This research discusses the legal protection for children involved in drug abuse 

as transaction intermediaries. The main focus of this research is the application of 

rehabilitation in the juvenile criminal justice system, emphasizing the importance 

of recovery rather than punishment. This research utilizes the normative literature 

method and approaches legislation, cases, and conceptual. The decision was 

analyzed to determine the form of legal protection that can be given to children with 

drug abuse cases. The findings indicate that Law No. 11/2012 on the Juvenile 

Criminal Justice System emphasizes that children must receive protection from the 

investigation stage until the legal process takes place. However, in practice, judges 

still often impose prison sentences without considering aspects of social and 

medical rehabilitation. This research recommends that the justice system prioritize 
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rehabilitation to ensure optimal recovery and social reintegration of children, which 

is in line with child protection theory and restorative justice theory. 

 

Keywords : Legal Protection, Children, Rehabilitation. 

 

PENDAHULUAN 

Anak hadir sebagai anugerah dari 

Tuhan dan mempunyai martabat sebagai 

individu. Mereka penting untuk masa depan 

bangsa. Negara punya tanggung jawab 

untuk memastikan anak-anak mendapatkan 

hak dasar, seperti hak untuk hidup dan 

bertumbuh. Memenuhi hak-hak ini penting 

agar anak-anak bisa tumbuh dan 

menghadapi tantangan di masa depan.1 

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah 

serius yang jika melibatkan anak-anak dan 

remaja. Isu ini tak sebatas menyentuh 

kalangan dewasa, tapi pula semakin banyak 

anak yang terlibat, baik sebagai korban 

maupun pelaku. Hal ini menjadi perhatian 

khusus karena anak-anak sedang dalam 

fase perkembangan mereka. Kondisi ini 

menjadi ancaman yang signifikan bagi 

masa depan mereka, karena penggunaan 

narkotika dapat membahayakan kesehatan, 

kesejahteraan mental, dan potensi mereka 

secara keseluruhan. Yang 

mengkhawatirkan, anak-anak sering 

dieksploitasi oleh orang dewasa untuk 

mengedarkan narkotika, karena mereka 

dianggap rentan dan menghadapi dampak 

hukum yang lebih ringan, yang 

memungkinkan para penjahat untuk 

 
1 Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya 

Toule, Hadibah Zachra Wadjo, Pemenuhan Hak 

Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 

Vol 4, Hlm. 38 
2 Ibnu Taqwim, Pagar Hasibuan, Zulkarnain, The 

Comparative Study Of Child Drug Abuse Cases 

Jurnal Pembaruan Hukum, Vol 8, 2021, Hlm. 219 
3 M. Yusuf Daeng, Muhammad Fadly, Legal 

Protection for Children Victims of Narcotics Abuse 

in Riau Province, International Journal of Law and 

Public Policy, Vol 3, 2021, Hlm. 103 

menghindari hukuman yang berat.2 

Meskipun beberapa jenis narkotika dapat 

membantu pengobatan, 

penyalahgunaannya dapat merusak 

kehidupan dan merugikan masyarakat.3   

Tanggung jawab untuk melindungi 

anak bertujuan memastikan hak-hak 

mereka dipenuhi dengan adil dan tanpa 

diskriminasi.4 Perlindungan ini diatur 

berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta 

prinsip yang tercantum melalui Konvensi 

PBB tentang Hak Anak.5 Dalam hal 

penyalahgunaan narkotika, Pasal 54 UU 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mengharuskan terdapatnya rehabilitasi 

medis dan sosial untuk anak yang didakwa 

merupakan korban ataupun pihak yang 

kecanduan narkotika. Pecandu dianggap 

sebagai pengguna karena ketergantungan, 

sementara korban biasanya menggunakan 

narkotika karena dipaksa atau ditipu.6   

Perlindungan anak mencakup berbagai 

upaya untuk memastikan bahwa semua 

anak dapat menggunakan hak-hak mereka 

dan memenuhi kewajiban mereka untuk 

mendorong mereka bertumbuh dan 

berkembang dengan sehat, baik pada fisik, 

mental,maupun sosialnya. Sebagai bentuk 

keadilan sosial, perlindungan ini dilakukan 

4 I Gusti Ayu Krisna Permata Sari, Legal Protection 

For Children As Performance Of Criminal Action, 

Ganesha Law Review, Vol 2, 2020, Hlm. 33 
5 Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum, dkk, 

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, 

Malang: Madza Media, 2021 Hlm. 6-11 
6 Supriyadin, Herman, Handrawan , Formulasi 

Kebijakan Hukum Pidana tentang Rehabilitas 

dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, 

Legal Research, Vol. 1, 2019, Hlm. 211 
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melalui berbagai aspek kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa. 

Perlindungan ini memiliki konsekuensi 

hukum baik dalam aturan tertulis maupun 

norma tidak tertulis.7  

Anak yang mempunyai keterlibatan 

dengan perkara narkotika kerap dijatuhi 

hukuman penjara, tetapi sebaiknya penjara 

hanya digunakan sebagai upaya terakhir, 

karena dapat berdampak negatif pada 

tumbuh kembang mereka. Penanganan 

terhadap anak seharusnya memperhatikan 

usia dan tahap perkembangannya.8 

Pemidanaan anak sering kali 

berdampak negatif pada perkembangan 

mereka. Perlindungan anak dalam sistem 

hukum harus lebih menekankan pemulihan 

melalui keadilan restoratif, dengan 

penyelesaian damai dan rehabilitasi. 

Diversi, yang diregulasi melalui UU No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, memungkinkan penyelesaian 

di luar pengadilan melalui keterlibatan 

keluarga dan masyarakat. Namun, 

penerapan diversi masih kurang maksimal, 

sehingga anak-anak tetap terjebak dalam 

proses peradilan yang merugikan waktu 

mendatang mereka. Itulah mengapa, 

diperlukan penegakan hukum yang lebih 

fokus pada perlindungan hak anak dengan 

penerapan diversi yang lebih efektif.9  

Pada sistem peradilan pidana anak, 

menjaga martabat anak yang mempunyai 

keterlibatan dengan masalah hukum 

termasuk hal yang sangat penting. Proses 

 
7 Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, 

"Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet", Pertama, 

Pustaka Yustisia, 10.2 (2015), p. 81. 
8 I Gede Agung Narendra Yudha, Penjatuhan Sanksi 

Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur 

yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkotika, 

Jurnal Kertha Desa, Vol 10 
9 Muhammad Yunus, Ina Heliany, Edy Supriyanto, 

Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan 

peradilan yang dilakukan harus 

memperhatikan prinsip keadilan yang adil, 

manusiawi, dan sesuai dengan hak anak, 

untuk memastikan bahwa kepentingan 

terbaik anak tetap terlindungi. Prinsip ini 

diatur dalam berbagai peraturan hukum, 

salah satunya UU SPPA menjelaskan 

bahwa pendekatan keadilan restoratif dan 

diversi harus digunakan sebagai alternatif 

terhadap hukuman konvensional. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mencari 

solusi yang lebih konstruktif dan berfokus 

pada pemulihan anak, bukan semata-mata 

menghukum.  

Pada keadilan restoratif berfokus 

dengan penyelesaian masalah secara damai 

dan mengutamakan pemulihan untuk anak-

anak yang mengalami keterlibatan dengan 

tindak pidana, yang ditujukan guna 

melindungi secara lebih baik bagi mereka. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (3) UU 

No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, yang 

menegaskan, penangkapan, penahanan, 

atau hukuman penjara hanya boleh 

dilakukan jika diperlukan dan sebagai 

upaya terakhir.10 

Menangani penyalahgunaan narkotika, 

terutama jika melibatkan anak, tidak cukup 

hanya dengan memberikan hukuman 

pidana karena langkah tersebut sering kali 

tidak menyelesaikan masalah utama, yaitu 

ketergantungan terhadap narkotika. 

Sebagai solusi, rehabilitasi menjadi upaya 

penting yang telah diregulasi melalui Pasal 

127 ayat (3) UU No. 35/2009 tentang 

Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika 

Anak Sebagai Perantara Peredaran Narkotika, 

Yure Humano, Vol 7, 2023, Hlm. 64.  
10 Molalan Zebua, Nur Rochaeti, AM. Endah Sri 

Astuti, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Diponegoro Law Review Vol 5, 2016, Hlm. 3 
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Narkotika. Rehabilitasi dirancang untuk 

membantu anak-anak lepas dari 

ketergantungan, sekaligus memulihkan 

kondisi fisik, mental, dan sosial mereka 

agar dapat kembali menjalani kehidupan 

yang lebih baik. 11 

Anak membutuhkan perlindungan 

ekstra karena mereka masih dalam masa 

pertumbuhan dan dapat dengan mudah 

disakiti. Mereka sedang dalam proses 

belajar untuk bertanggung jawab atas setiap 

tindakan yang mereka ambil, dan saat ini 

belum mampu melindungi dirinya sendiri. 

Itulah mengapa, demikian krusial 

menerapkan langkah-langkah keamanan 

yang sesuai, agar dapat mendukung 

perkembangan mereka dengan cara yang 

sehat tanpa harus menghadapi sanksi 

hukum yang berat. Keadilan restoratif 

adalah cara yang baik untuk membantu, 

karena berfokus untuk membantu anak 

memperbaiki diri dan bergabung Kembali 

dengan masyarakat, bukan hanya 

menghukum mereka. 12 

Berdasarkan Putusan Nomor 

2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp, anak 

berumur 17 tahun dinyatakan bersalah atas 

penyalahgunaan narkotika dengan berperan 

sebagai perantara dalam jual beli narkotika 

yang didapatkan dari orang dewasa yang 

dikenalnya. Hal ini menunjukkan dampak 

buruk dari lingkungan sosial yang negatif 

terhadap perilaku anak. Maka dalam 

pertimbangan hakim, fakta hukum tersebut 

sebagaimana dengan Pasal 114 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang merupakan dasar 

hukum pemidanaan bagi orang yang 

 
11 Choirul Nur Akrom, R. Octavianus, Nirwan , 

Muhammad Arif Syah Putra, Windi Arista, Analisis 

Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari SEMA Nomor 

4 Tahun 2010, Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 

2, 2024, Hlm. 155-156 

terlibat dalam perdagangan narkotika, 

tanpa memandang usia. Hakim juga 

menimbang berbagai faktor yang 

memberatkan maupun meringankan ketika 

menentukan hukuman untuk anak. 

SPPA di Indonesia mengutamakan 

rehabilitasi untuk anak yang mempunyai 

keterlibatan dengan tindak pidana, 

termasuk kasus penyalahgunaan narkotika. 

Upaya tersebut percaya bahwa anak perlu 

perlindungan khusus sebagai generasi 

penerus. Sistem ini lebih fokus pada 

pemulihan daripada hukuman, agar anak 

pelaku tindak pidana bisa tumbuh menjadi 

individu yang bertanggung jawab dan 

berkontribusi positif kepada masyarakat. 

Program rehabilitasi dirancang untuk 

memberikan dukungan secara menyeluruh, 

termasuk bantuan medis, psikologis, dan 

sosial, guna membantu anak melepaskan 

diri dari ketergantungan narkotika. Selain 

itu, rehabilitasi bertujuan melindungi anak 

sebagai korban atau pecandu narkotika, 

serta memberikan mereka peluang untuk 

sembuh sepenuhnya dan kembali menjalani 

kehidupan yang lebih baik di tengah 

masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian normatif dengan pendekatan 

studi kasus. Penelitian hukum normatif, 

yang pada dasarnya merupakan penelitian 

kepustakaan, bertujuan untuk menganalisis 

undang-undang, peraturan, dan putusan 

pengadilan yang terkait. Penelitian ini 

mengandalkan data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, yang 

meliputi sumber hukum primer seperti 

12 Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra, Tinjauan 

Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan 

Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime), 

Journal Of Criminal, Vol 2, 2021, Hlm. 90 
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peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan yang menjadi landasan 

hukum dari proses peradilan. Metode studi 

kasus digunakan untuk memberikan 

penjelasan yang mendalam dengan 

memahami secara menyeluruh fenomena 

yang diteliti, dengan fokus khusus pada 

kasus yang dipilih. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan pendekatan kasus 

untuk mengkaji proses perlindungan 

hukum terhadap anak yang terlibat dalam 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 

dengan penekanan khusus pada analisis 

Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN 

Bpp. 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Rehabilitasi pada Kasus 

Penyalahgunaan Narkotika yang 

dilakukan Oleh Anak 

Di Indonesia, kasus keterlibatan 

anak dalam jaringan narkotika, baik sebagai 

kurir maupun pengedar, semakin sering 

terjadi. Fenomena ini menjadi  memerlukan 

perhatian dari semua pihak, termasuk 

pemerintah dan masyarakat dan keluarga. 

Mereka harus memberikan dukungan yang 

diperlukan dalam bentuk pembinaan, 

bimbingan, serta rehabilitasi untuk 

memulihkan kondisi anak yang terlibat 

dalam tindak pidana. Fokus utama adalah 

membantu mereka kembali berintegrasi 

dengan masyarakat dan menjalani 

kehidupan yang sehat dan produktif. 

Anak yang mempunyai keterlibatan 

dengan perkara pengedaran narkotika dapat 

dipandang merupakan pelaku tindak pidana 

dan berpotensi dijatuhi hukuman sesuai 

dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika. 

Hukuman bisa berupa penjara atau denda 

 
13 Helen Novelia Syafitri1 Putri Dwi Anuggrah2 

Hazimah Alfiyah, dkk, Perlindungan Hukum Bagi 

Anak Penyalahgunaan Narkotika Pada Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia” Jurnal 

Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, 2024 

sesuai Pasal 111 hingga Pasal 147. Namun, 

untuk anak di bawah umur, proses hukum 

harus mengikuti UU No. 11/2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 

menekankan perlindungan hak anak dan 

rehabilitasi. Oleh karena itu, terlepas dari 

keterlibatan mereka dalam kegiatan yang 

berkaitan dengan narkotika, pendekatan 

yang dilakukan harus mengedepankan 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada 

hanya berfokus pada hukuman. 13 

Selain itu, meskipun sanksi yang 

terdapat dalam UU SPPA masih dapat 

diterapkan dalam situasi tertentu, 

pendekatan ini menekankan pentingnya 

mempertimbangkan kondisi psikologis 

anak. Hukuman yang diberikan kepada 

anak seharusnya berbeda dari hukuman 

yang diterima oleh orang dewasa. Anak 

sebagai individu yang sedang berkembang, 

membutuhkan pendekatan yang lebih 

mendidik dan rehabilitatif untuk 

mendukung proses pertumbuhan mereka, 

alih-alih hukuman yang hanya bertujuan 

menghukum. Prinsip ini bertujuan untuk 

memulihkan anak, mengarah pada 

reintegrasi sosial, dan mencegah 

terulangnya perbuatan serupa di masa 

depan.14 

Anak yang terbukti mempunyai 

keterlibatan dengan perkara narkotika tak 

boleh dijatuhi hukuman lebih dari setengah 

hukuman yang berlaku untuk orang 

dewasa, sesuai dengan UU SPPA. Ini 

adalah bentuk perlindungan bagi anak agar 

tidak dikenakan sanksi yang terlalu berat 

yang dapat merugikan perkembangan 

mereka. 

14 Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, 

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada 

Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Recidive, 

Vol. 8, 2019, Hlm. 205 
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Menurut Pasal 54 UU Narkotika, 

mewajibkan pihak yang kecanduan dan 

korban tindakan menyalahgunakan 

narkotika agar melangsungkan rehabilitasi 

medis dan sosial, membantu pemulihan 

fisik, mental, dan sosial mereka. Penjelasan 

lebih lanjut terdapat pada Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, yang 

menyatakan jika tersangka atau terdakwa 

narkotika wajib mengikuti rehabilitasi 

sesuai penilaian Tim Asesmen Terpadu, 

baik pada tahap penyidikan, penuntutan, 

maupun persidangan. Rehabilitasi ini 

dilakukan di fasilitas yang ditunjuk, seperti 

rumah sakit atau pusat rehabilitasi, dan 

bertujuan untuk membantu pecandu atau 

korban agar pulih serta dapat berfungsi 

kembali dalam masyarakat. Kebijakan ini 

mengedepankan prinsip kemanusiaan 

dengan memandang mereka sebagai 

individu yang membutuhkan perawatan, 

bukan hanya pelaku kejahatan yang harus 

dihukum. 15 

Konsep rehabilitasi dalam kasus 

penyalahgunaan narkotika adalah suatu 

tindakan pemulihan yang bertujuan 

mengembalikan kondisi fisik, mental, dan 

sosial individu yang terpengaruh narkotika 

agar dapat sehat kembali. Rehabilitasi 

menjadi bagian dari upaya pemerintah 

dalam menangani penyalahgunaan 

narkotika dan dianggap sebagai pendekatan 

alternatif. Hal ini karena penyalahguna 

narkotika dianggap sebagai pecandu yang 

butuh untuk dirawat dan diobati. Pemberian 

 
15 Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, 

dkk, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep 

Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di 

Pengadilan Negeri Purwokerto), Jurnal 

Prointegrita, Vol 4, 2020, Hlm. 204 
16 Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, Konsep 

Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang 

Berkeadilan, Jurnal Penegakan Hukum dan 

Keadilan, Vol. 1, 2020, Hlm. 166-167 

perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. 

Dalam sistem hukum, rehabilitasi juga 

dapat menjadi bentuk hukuman alternatif 

yang diberikan oleh hakim kepada pecandu 

narkotika, di mana durasi rehabilitasi 

tersebut dihitung sebagai bagian dari masa 

hukuman pidana. 16 

Rehabilitasi untuk pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika terbagi 

menjadi dua kategori utama, yaitu 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci 

mengenai kedua jenis rehabilitasi tersebut: 

1. Rehabilitasi Medis 

Rehabilitasi medis ialah mekanisme 

pengobatan guna membantu orang yang 

mengalami ketergantungan narkotika, 

yang diregulasi UU No. 35/2009. 

Rehabilitasi harus dilaksanakan di 

rumah sakit ataupun lokasi yang 

disetujui oleh Menteri.17   Peraturan 

tambahan diatur dalam PERMENKES 

No. 2415 dan PERMENKES No. 

50/2015, yang memberikan pedoman 

untuk pelaksanaan dan pelaporan 

rehabilitasi. Peraturan-peraturan ini 

bertujuan untuk memastikan 

rehabilitasi berjalan dengan baik. 18 

2. Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi medis adalah proses 

pengobatan Rehabilitasi sosial, 

berdasarkan UU No. 35/2009 tentang 

Narkotika, bertujuan untuk membantu 

individu yang menyalahgunakan 

narkotika untuk pulih secara fisik, 

17 Yuliana Yuli W, Atik Winanti, Upaya 

Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam 

Perspektif Hukum Pidana, ADIL: Jurnal Hukum 

Vol.10  
18 Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap 

Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, 

Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol. 14, 2019, 

Hlm. 183 
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mental dan sosial, serta berkontribusi 

kepada masyarakat. 19  Pendekatan yang 

digunakan bersifat komprehensif, 

mencakup berbagai aspek kehidupan 

individu. Keberhasilan rehabilitasi 

diukur melalui beberapa indikator yang 

ditetapkan dalam Permensos No. 

26/2012. Indikator tersebut antara lain 

pemahaman terhadap program, 

kesesuaian sasaran, pelaksanaan yang 

efektif, pencapaian tujuan, dan 

perubahan perilaku yang positif. Jika 

semua indikator terpenuhi, rehabilitasi 

dianggap berhasil; jika tidak, maka 

dianggap kurang efektif.20 

Jadi anak  yang terlibat kasus 

narkotika membutuhkan rehabilitasi sosial 

dan medis. Pasal 55 ayat (1) UU Narkotika, 

menyatakan bahwa pemulihan sosial dan 

pengobatan fisik termasuk dalam 

rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk 

membantu anak-anak ini kembali ke peran 

sosial mereka. Selain itu, undang-undang 

ini menyoroti peran penting orang tua atau 

wali dalam proses rehabilitasi. Mereka 

diwajibkan untuk melaporkan setiap anak 

yang terlibat dalam penyalahgunaan 

narkotika ke fasilitas kesehatan atau pusat 

rehabilitasi yang sesuai, untuk memastikan 

bahwa perawatan dan pengobatan yang 

tepat diberikan. Ketentuan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa anak yang 

terkena dampak narkotika mendapatkan 

perawatan yang optimal, baik secara medis 

maupun sosial. 21 

Adapun UU Perlindungan Anak 

memberi penegasan, pentingnya 

 
19 Dina Novitasari, Ibid 
20 Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Terhadap 

Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal 

Hukum Khaira Ummah", 12.4 (2017), pp. 917–26 

"<http://lppm-

unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/a

rticle/view/2567>". 
21 Mohammad Rafli Prananda, Endik Wahyudi, 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Yang Di Jatuhi Sanksi Pidana Penjara (Studi Kasus 

perlindungan terhadap anak yang terjerat 

dalam masalah hukum. Pasal 59 

menyatakan, pemerintah dan lembaga 

terkait harus memberi perlindungan anak-

anak yang rentan, termasuk mereka yang 

berhadapan dengan hukum, korban 

eksploitasi ekonomi dan seksual, 

perdagangan orang, dan penyalahgunaan 

narkotika.22 

Rehabilitasi dipilih sebagai langkah 

yang diyakini mampu mengembalikan 

martabat manusia. Dalam proses 

rehabilitasi, penekanannya tidak hanya 

pada pemberian hukuman untuk 

memberikan efek jera, tetapi juga pada 

pemberian manfaat positif yang dapat 

membantu individu terbebas dari 

ketergantungan narkotika.23  Selain itu, 

rehabilitasi dipandang sebagai pendekatan 

yang lebih adil karena menghindari sanksi 

pidana yang hanya berfokus pada hukuman. 

Selanjutnya, Pasal 67 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014,  menekankan 

pentingnya perlindungan khusus bagi anak-

anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

obat, alkohol, dan zat adiktif lainnya. 

Perlindungan ini juga mencakup anak-anak 

yang terlibat dalam produksi dan distribusi 

zat-zat tersebut, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 59 ayat (2) huruf e. Undang-undang 

ini mengharuskan adanya pengawasan, 

pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi 

bagi anak-anak yang berada dalam kondisi 

rentan.24   Proses rehabilitasi ini merupakan 

bentuk pengalihan (diversi) yang 

mengutamakan prinsip keadilan 

restoratif.25 

Karena itu, pengawasan dan 

evaluasi yang berkelanjutan sangat penting 

pada setiap tahap rehabilitasi untuk 

Putusan Nomor : 2/pid.sus-anak/2019/pn Mbn), 

JCA of LAW Vol. 2, 2021, Hlm. 165 
22 Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, 

Op.Cit 
23 Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, Penerapan 

Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna 

Narkotika, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 

Vol. 4, 2022, Hlm. 8 
24 Risya Hadiansyah. Op.Cit 
25 Dina Novitasari, Op.Cit 
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memantau perkembangan pemulihan 

pecandu. Pengawasan ini bertujuan untuk 

menilai sejauh mana kegiatan yang 

dilakukan efektif dalam membantu pecandu 

mengatasi ketergantungannya. demikian 

upaya rehabilitasi untuk anak yang 

menggunakan narkotika bisa dilakukan 

dengan lebih baik, memungkinkan 

pemulihan kondisi anak, serta mendukung 

reintegrasi mereka ke dalam keluarga dan 

masyarakat. Menjadikan rehabilitasi 

sebagai alternatif pemidanaan, pendekatan 

ini tidak hanya melindungi anak dari 

potensi risiko yang dapat merusak masa 

depan mereka, tetapi juga berkontribusi 

pada pemeliharaan masa depan bangsa 

Indonesia.26 

Dapat dikatakan bahwa negara 

memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada 

anak-anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika. Kewajiban ini 

sejalan dengan UU Perlindungan Anak. 

Undang-undang ini menjamin beberapa hak 

anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi dalam 

masyarakat sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-

anak juga harus memiliki akses ke layanan 

rehabilitasi dan dilindungi dari diskriminasi 

dan kekerasan. Hal ini penting mengingat 

banyak anak yang terlibat dalam 

pelanggaran hukum seringkali juga 

merupakan korban dari pihak lain. Dalam 

banyak kasus, anak-anak yang terjerat 

dalam penyalahgunaan narkotika sering 

kali menjadi mangsa dari jaringan atau 

sindikat peredaran narkotika. Oleh karena 

itu, rehabilitasi memegang peranan penting 

dalam proses pemulihan dari 

ketergantungan narkotika, karena upaya 

rehabilitasi yang efektif sangat dibutuhkan 

 
26 Dina Novitasari , Op.Cit  
27 Mahfin Gianjar Viandro, Gunawan Hadi 

Purwanto, Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana 

Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Bojonegoron Pada Putusan 

Nomor:196/pid.sus/2021/pn.bjn), Justitiable 

Universitas Bojonegoro, Vol. 5, 2023, Hlm. 6 

untuk membantu anak terbebas dari 

ketergantungan yang tidak dapat diatasi. 

B. Pertimbangan Hakim pada Putusan 

Pengadilan Negeri Balikpapan 

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp 

dalam Perkara Penyelahgunaan 

Narkotika yang dilakukan oleh Anak 

Untuk mencapai putusan yang adil, 

memberikan kepastian hukum, dan 

melayani kepentingan semua pihak yang 

terlibat, para hakim harus terlibat dalam 

pertimbangan yang cermat dan 

menyeluruh. Kegagalan dalam melakukan 

hal ini dapat mengakibatkan Mahkamah 

Agung atau Pengadilan Tinggi 

membatalkan putusan tersebut. 27 Sangat 

penting untuk memahami alasan di balik 

putusan hakim, karena memastikan bahwa 

maksud dari hukuman tersebut sesuai 

dengan putusan sangat penting. Putusan 

yang tidak didasarkan pada maksud yang 

benar tidak akan bermanfaat bagi terpidana 

dan dapat membahayakan upaya 

pencegahan kejahatan. 28 Landasan hukum 

dari yang dipergunakan sebagai penimbang 

hakim diregulasi melalui Pasal 197 ayat (1) 

huruf d KUHAP. 29 

Dalam penjatuhan pemidanaan 

anak yang terlibat dalam penyalahgunaan 

narkotika golongan I di PN Balikpapan, 

hakim mempertimbangkan berbagai aspek 

untuk menentukan hukuman yang sesuai 

bagi terdakwa. 

1) Kasus pada putusan No. 2/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Bpp  

28 M. Afrizal, Pertimbangan Hakim Dalam 

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku 

Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Sekayu), Jurnal Ilmu Hukum dan 

Humaniora, Vol. 04, 2021, Hlm. 14 
29 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2011, Hlm 312 
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Kasus penyalahgunaan narkotika yang 

melibatkan seorang anak tercatat dalam 

Putusan PN Balikpapan. Dalam perkara 

ini, anak tersebut dinyatakan bersalah 

atas tindak pidana terkait narkotika 

golongan I bukan tanaman dengan berat 

lebih dari 5 gram, yang melanggar Pasal 

144 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Hakim kemudian 

menjatuhkan hukuman penjara selama 

1 tahun dan 10 bulan di LPKA, serta 

memutuskan agar anak tersebut 

mengikuti pelatihan kerja selama 3 

bulan di Dinas Sosial Balikpapan.  

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU No. 

35/2009 tentang Narkotika, JPU 

mendakwa terdakwa sebagai perantara 

dalam transaksi narkotika. 

Mempertimbangkan masa hukuman 

yang telah dijalani, JPU meminta 

hukuman 3 tahun penjara untuk 

dakwaan ini dan meminta agar anak 

tersebut ditahan selama persidangan. 

2) Analisis Kasus 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim 

mempertimbangkan faktor yuridis dan 

non-yuridis. Aspek yuridis terutama 

melibatkan keabsahan dakwaan, 

sedangkan aspek non-yuridis 

memeriksa pengaruh sosial dan 

psikologis, terutama dalam kasus-kasus 

yang menyangkut anak-anak. Selain itu, 

temuan dari penelitian kemasyarakatan 

(litmas) juga memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam perkara anak Sebagai 

contoh, dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Balikpapan, hakim menjatuhkan 

pidana penjara 1 tahun  dan 10 bulan di 

LPKA serta pelatihan kerja 3 bulan di 

Dinas Sosial, dengan 

mempertimbangkan kedua aspek 

tersebut.  

a. Pertimbangan Hakim yang bersifat 

yuridis :  

Setelah meninjau bukti-bukti 

persidangan, termasuk pernyataan 

saksi dan pengakuan terdakwa, 

hakim menilai semua materi 

penyelidikan dan penuntutan. 

Hakim memutuskan bahwa 

dakwaan jaksa penuntut umum 

terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Putusan ini sesuai dengan Pasal 114 

ayat (2)  Pasal 114 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Dalam pasal 

tersebut dijelaskan bahwa anak di 

bawah umur terbukti melakukan 

tindak pidana narkotika, khususnya 

“Tanpa Hak atau Melawan Hukum 

Menjual, Menerima, atau Menjadi 

Perantara dalam Jual Beli Narkotika 

Golongan I Bukan Tanaman yang 

Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram. ”  

Atas perbuatannya, JPU menuntut 

anak tersebut dengan hukuman 

penjara selama 3 tahun, termasuk 

masa tahanan yang telah dijalani. 

Mereka juga merekomendasikan 

agar anak tersebut menyelesaikan 

masa hukumannya di LPKA dan 

mengikuti program pelatihan kerja 

selama 3 bulan dari Dinas Sosial 

Kota Balikpapan.  

Pertimbangan Hakim yang bersifat 

Non-Yuridis :  

1. Dampak perbuatan anak  

Keterlibatan anak-anak dalam 

peredaran narkotika berdampak 

buruk pada kesehatan fisik, 

psikologis, dan ekonomi 

mereka. Lebih jauh lagi, 

masalah ini tidak hanya 

berdampak pada individu, tetapi 

juga menimbulkan risiko serius 

bagi masyarakat, bangsa, dan 

negara. Hal ini merusak tatanan 

moral generasi masa depan dan 

https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1
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membahayakan pembangunan 

nasional. 

2. Kondisi anak  

Anak yang ditangkap berusia 17 

tahun 4 bulan dan 

diklasifikasikan sebagai anak di 

bawah umur dalam Sistem 

Peradilan Anak. Anak di bawah 

umur dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas 

tindakan mereka, karena mereka 

sadar akan dampak berbahaya 

dari penyalahgunaan narkoba 

baik bagi diri mereka sendiri 

maupun masyarakat luas. Selain 

itu, mereka memahami bahwa 

tindakan mereka melanggar 

hukum dan dapat menyebabkan 

konsekuensi pidana 

3. Keadaan yang memberatkan 

dan meringankan 

Keadaan memberatkan : 

Perbuatan anak yang 

berhadapan dengan hukum 

dapat merusak dan 

mempengaruhi kesehatan dan 

mental generasi muda. 

Terutama ketika pemerintah 

berusaha memerangi 

penyalahgunaan narkoba 

Keadaan yang meringankan : 

1. Anak menunjukkan 

penyesalan atas 

tindakannya;  

2. Anak berterus terang dan 

tidak berbelit dalam 

memberikan keterangan; 

3. Anak tidak memiliki 

riwayat hukuman 

sebelumnya;  

4. Anak masih muda dan 

diharapkan dapat 

memperbaiki diri 

 

b. Laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan  

Tindak pidana yang dilakukan 

terdakwa terutama disebabkan oleh 

pengaruh lingkungan pergaulannya, 

terutama teman yang lebih dewasa. 

Pergaulan tersebut membuat 

terdakwa mudah terpengaruh untuk 

menjadi perantara pengantaran 

sabu, terutama karena iming-iming 

imbalan yang cukup besar. 

Terdakwa menerangkan bahwa ia 

tidak pernah terlibat dalam tindak pidana 

sebelumnya dan menekankan bahwa ini 

merupakan tindak pidana yang pertama kali 

dilakukannya. Terdakwa menerangkan 

bahwa ia terpengaruh oleh teman-teman 

yang lebih tua dalam pergaulannya yang 

membujuknya untuk menjadi perantara 

dalam transaksi narkotika untuk 

mendapatkan keuntungan finansial yang 

besar. Terdakwa mengaku atas kesalahan 

yang dilakukan dan menyesalinya sekaligus 

berjanji tak melakukannya lagi di masa 

mendatang. Setelah dilakukan evaluasi oleh 

Tim Pembimbing Kemasyarakatan di 

BAPAS Kelas II Balikpapan, pekerja sosial 

merekomendasikan agar terdakwa 

dimasukkan ke dalam LPKA. Rekomendasi 

ini sesuai dengan aturan Pasal 71 ayat (1) 

huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Dengan mempertimbangkan faktor-

faktor tersebut, Hakim Pengadilan Negeri 

Balikpapan menjatuhkan pidana penjara 

selama 1 tahun dan 10 bulan di LPKA, 

ditambah pelatihan kerja selama 3 bulan 

melalui Dinas Sosial Balikpapan. Hukuman 

ini akan disesuaikan dengan masa tahanan 

yang telah dijalani. Hakim memilih untuk 

tidak merekomendasikan rehabilitasi medis 

atau rehabilitasi sosial, dan memutuskan 

bahwa anak tersebut akan mendapatkan 

lebih banyak manfaat dari bimbingan 

pendidikan di dalam LPKA, mengingat 

keterlibatannya dalam tindak pidana 

narkotika. 
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Putusan ini sejalan dengan 

ketentuan yang digariskan pada SEMA RI 

No. 4 Tahun 2010, yang mengatur 

penempatan pengguna dan pecandu 

narkotika di lembaga rehabilitasi. Tindakan 

rehabilitasi bersifat bersyarat dan hanya 

berlaku jika terdakwa memenuhi kriteria 

tertentu. Dalam kasus ini, hakim 

menyimpulkan bahwa menempatkan 

terdakwa di lembaga pemasyarakatan 

adalah tindakan yang lebih tepat. 

Bimbingan terstruktur yang tersedia di 

tempat ini bertujuan untuk membantu 

terdakwa belajar, berkembang, dan pada 

akhirnya tidak mengulangi kesalahan 

sebelumnya. 

Hakim memutuskan untuk 

menjatuhkan hukuman penjara kepada anak 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

hakim berfokus pada perilaku dan tindakan 

anak. Hukum pidana dipandang sebagai 

alat untuk membalas tindakan yang 

dianggap mengganggu ketertiban 

masyarakat. Perbuatan terdakwa, yang 

dianggap merusak mental, moral, dan 

kesehatan generasi penerus bangsa, 

dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana 

penjara. Namun, jika kita merenung lebih 

jauh, keputusan ini mencerminkan orientasi 

keadilan retributif, yang lebih 

menitikberatkan pada pembalasan atas 

perbuatan, ketimbang keadilan restoratif 

yang seharusnya lebih relevan dalam 

menangani anak. Dalam hal ini, hakim 

tampaknya tidak melihat fakta bahwa anak 

bukan hanya pelaku, tetapi juga korban. 

Penjatuhan pidana penjara justru berpotensi 

memberikan dampak negatif yang bisa 

merugikan anak, menghambat proses 

rehabilitasi, dan tidak mendukung 

reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi 

prioritas dalam pembinaan anak. 30 

Membantu anak-anak untuk pulih 

dan mencapai kondisi yang lebih sehat 

adalah tujuan utama, daripada menghukum 

mereka, itulah sebabnya pusat rehabilitasi 

 
30 Molalan Zebua, Nur Rochaeti, AM. Endah Sri 

Astuti, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

dianggap sebagai solusi yang lebih efektif. 

Gangguan perkembangan fisik dan mental 

yang disebabkan oleh penyalahgunaan 

narkoba membuat pendekatan ini menjadi 

sangat penting. Mereka yang terlibat dalam 

penyalahgunaan narkotika seharusnya 

diberi kesempatan untuk menjalani 

rehabilitasi, yang seharusnya difasilitasi 

oleh pemerintah melalui pembentukan Tim 

Asesmen Terpadu. Tim ini membantu 

memberikan layanan rehabilitasi yang 

tepat, dengan fokus menyelamatkan korban 

penyalahgunaan narkoba, bukan 

menghukum mereka. 

Sebisa mungkin, pemenjaraan 

sebaiknya dihindari dan hanya 

dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir 

bagi pelaku anak, terutama ketika tidak ada 

alternatif hukuman lain yang dapat 

melayani kepentingan anak yang terlibat 

dalam narkotika sering menjadi korban, 

sehingga perlu dilindungi. Oleh karena itu, 

lebih penting untuk fokus pada rehabilitasi 

daripada hukuman penjara, karena ini lebih 

efektif untuk membantu pemulihan anak 

dan menunjukkan komitmen terhadap masa 

depan mereka. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

dapat disimpulkan Pasal 79 UU SPPA  

menyatakan bahwa anak di bawah umur 

yang melanggar hukum dapat dijatuhi 

hukuman penjara maksimal 6 tahun, ini 

adalah setengah dari hukuman maksimal 12 

tahun untuk orang dewasa. Dalam Putusan 

PN Balikpapan, hakim memberikan 

hukuman 1 tahun dan 10 bulan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak, ditambah 3 bulan 

pelatihan kerja di Dinas Sosial Balikpapan. 

Putusan ini sesuai dengan peraturan yaitu 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

anak.  

Penjatuhan hukuman penjara 

mencerminkan kecenderungan yang 

mengkhawatirkan dalam sistem hukum, di 

mana lebih banyak penekanan diberikan 

pada penghukuman ketimbang pendekatan 

Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Diponegoro Law Review Vol 5, 2016, Hlm. 3 
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rehabilitasi. Hal ini sangat bertentangan 

dengan ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 4 dan Pasal 127 ayat (3) UU 

Narkotika, yang secara tegas menyatakan 

bahwa kasus penyalahgunaan narkotika 

terutama yang melibatkan anak-anak harus 

ditangani melalui upaya rehabilitasi medis 

dan sosial. Selain itu, Pasal 90 UU SPPA 

menegaskan bahwa anak berhak 

mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, 

tanpa memandang status institusionalnya, 

serta perlindungan fisik, mental, dan sosial. 

Namun, dalam putusan tersebut tidak 

terdapat rekomendasi untuk rehabilitasi 

anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, meskipun Pasal 64 ayat (2) UU 

SPPA mengamanatkan negara untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada 

anak-anak yang rentan. Ketidakcocokan ini 

menunjukkan adanya kesenjangan yang 

cukup signifikan dalam penerapan keadilan 

restoratif, yang seharusnya menjadi prinsip 

dasar dalam penanganan kasus-kasus yang 

melibatkan anak, sesuai dengan nilai-nilai 

perlindungan anak dalam sistem hukum 

Indonesia. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Konsep rehabilitasi untuk anak yang 

terlibat dalam penyalahgunaan narkotika 

menekankan pada perlakuan yang berbeda 

dengan orang dewasa. Meskipun tindakan 

mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan 

UU Narkotika, proses hukum harus 

mengedepankan keadilan restoratif. 

Rehabilitasi medis dan sosial sangat 

penting untuk membantu pemulihan dan 

reintegrasi anak ke dalam masyarakat. 

Negara memberikan perlindungan hukum 

agar anak memiliki hak untuk mendapatkan 

rehabilitasi dan terhindar dari dampak 

negatif jangka panjang. Rehabilitasi 

dianggap sebagai pendekatan yang lebih 

manusiawi untuk pemulihan fisik, mental 

dan sosial anak, serta memberikan 

kesempatan untuk kehidupan yang lebih 

baik. 

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Bpp, faktor yuridis dan non-

yuridis dalam pertimbangan hakim sangat 

ditekankan, namun lebih condong pada 

keadilan retributif, dimana terdakwa 

dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 

bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 

3 bulan di Dinas Sosial Balikpapan, tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan 

paradigma klasik tercermin dalam putusan 

ini, di mana hukuman pelaku difokuskan 

pada hukuman pidana, dengan 

mempertimbangkan dampak buruk dari 

tindak pidana narkotika terhadap 

masyarakat dan generasi mendatang. 

Prinsip keadilan restoratif yang lebih sesuai 

untuk anak, baik sebagai pelaku maupun 

korban, terabaikan dalam pendekatan ini, 

dan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak 

tidak diprioritaskan, sebagaimana 

diamanatkan dalam UU SPPA dan UU 

Narkotika. 
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